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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

lakukan terhadap penyelesaian sengketa informasi public berdasarkan putusa 

PTUN Padang Nomor 47/G/2022/PTUN.PDG, maka dapat ditarik Kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Uraian sengketa putusan PTUN Nomor 47/G/2022/PTUN.PDG yang dilatar 

Belakagi oleh Termohon yang tidak menangapi penerbitan sertifikat tanah 

milik Pemohon yang dimohonkan untuk di terbitkannya sertifikat hak milik 

atas tanah  

2. Pertimbangan Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (6) undang-

undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka 

penjabat pemerintah dalam hal ini Termohon wajib menetapkan Keputusan 

untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 hari sejak putusan 

pengadilan ditetapkan 

3. Pandangan Wilayat Al Mazalim terhadap Peradilan Tata Usaha Negara 

Padang dalam memutuskan putusan Nomor 47/G/2022/PTUN.PDG sudah 

terlaksana berdasarkan prinsip-prinsip wilayat al mazalim perkara 

penggugat dan juga adanya kekeliruan terhadap kedua belah pihak yang 

berperkara dengan adanya prinsip Wilayat Al Mazalim, yaitu Prinsip hakim 

menilai objektivitas, menaati peraturan, Keputusan kehakiman mengikuti 

prosedur, dan menetapkan putusan dengan adil. Dan kasus sengketa dalam 

putusan ini masuk keranah Wilayat Al Mazalim karena menyelesaikan 

sengketa yang terjadi antara penguasa dengan Masyarakat. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpoulan yang telah dibuat, maka dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 



76 

 

 

 

1. Bagi Pemerintah Khususnya Badan Pertanah agar menjalankan tugas dan 

wewenangnya sesuai dengan aturan yang berlaku, dari kasus yang telah 

penulis teliti penulis jadikan Pelajaran agar penjabat pemerintahan tidak 

menyalahgunakan kekuasaan, jabatan sebagai alat untuk mempermudah 

segala macam urusan khususnya dalam hal tindak pidana kejahatan, 

kewewnangan, dan jabatan. 

2. Bagi Badan Pertanah Kota Solok dalam bertindak sebagai ASN harus sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak merugikan pihak lain 

kusus rakyat serta menjalankan tugas hendaknya asas-asas umum 

pemerintahan yang baik. 

3. Bagi ninik mamak agar lebih teliti lagi dalam memutuskan dan mengklaim 

milik seseorang dan harus lebih jelas lagi agar tidak terjadinya hal yang 

serupa dikemudian hari 
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